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Menimbang

Mengingat

KTPUTUSAN
I(TPALA DINAS PENDIDIKAN DAN I(TBUDAYAAN

KABUPATEN I(EPULAUAN MERANTI
NOMOR Ia.f/KPfS/X t 2Ot7

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD KB MUTIARA I{ATI
KECAIVIATAN MERBAU

KTPALA DINAS PEIYDIDIKAN DAN KTBUDAYAAN
KABT'PATEIT XTPULAUAN MERANTI

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran serta masyarakat
sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga
pendidikan Formal, Non Forma-l dan Informal;

b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada
huruf a diatas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil
guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2077.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Bara! Jambi dan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor ll2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L6a6l;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20O3 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a3B);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO9 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a968);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2OL4
tentang Per-ubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5606);

8. Peraturan Pemerintatr Nomor 39 Tahun 1992 tentatg Peran Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3a85);



Kependidikan (Lembaran Negara
Nomor 91, Tambahan Lembaran
3e7al;

tentang Tenaga
Republik Indonesia Tahun 2OO0

Negara Republik Indonesia Nomor

10. un 2O1O tentang pengelolaan
(Lembaran Negara Republik
Tambahan Iembaran Negara

1 1. RI Nomor 13 Tahun 2OLS tentang
Peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun

.dar Nasional pendidikan, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 201s Nomor 4s, Tambahan Lembian
Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

12. Peraturan Presiden RI Nomor 60 rahun 2ols tentang
Pen gemban gan Anak Usia Dini Holi stik- Inte gratif;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006
tentang Bantuan untuk Iembaga pendidikan yang Diselenggarakan
oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2oo7
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5g rahun 2oog
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

16. Peraturan Menteri pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun
2OO9 tentang Sistem penjaminan Mutu pendidikan;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137
Tahun 2oL4 tentang standar Nasional pendidikan Anak UsiaDini sebagai pengganti peraturan Menteri pendidikan Nasional
Nomor 58 Tahun 2OO9;

18. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146Tahun 2ot4 Tentarrg Kurikulum 2013 pendidikan Anak Usia Dini;
19. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 160

Tahun 2074 tentang pemberrakuan Kurikulum Tahun 2006 dan
Kurikulum 2013;

20. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor g4 Tahun
2014 tentang Pendirian satuan pendidika,-Anak Usia Dini;

21. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 32 Tahun 2oL6
Susunan Organisasi , Tlrgas pokok dan Fungsi,
inas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupa:ten

Memperhatikan : 1. Merbau Kepala Desa Sungai Tengah Nomor:
015/004 Tanggal 2l Januari 2OiS, tentang
Operasional PAUD Kelompok Bermain Mutiari

2. surat Kecamatan Merbau Nomor : 42o/pENDIDIKAN/r/2ots/o3T
Tanggar 22 Jaruari 2ots, tentang Rekomendasi Izin operasloral
PAUD Kelompok Bermain Mutiara Hati.

3. Surat Kepala unit pelaksana Teknis Dinas pendidikan dan
Kebudayaan Kecamatan Merbau Nomor : goO/pENDD/2ols/o2s
Tanggal 22 Janua,i 2oLs, tentang Rekomendasi Izin {iperaslonal
PAUD Kelompok Bermain Mutiara Hati.

4- Akta Notaris Nomor 41 Tanggar 14 Juli 2014, tentang pendirian
PAUD Kelompok Bermain Mutiara Hati.



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

MIMUTUSKAN

IZIN OPERASIONAL PAUD KB MUTIARA IIATI
Memberikan lztn Operasional kepada PAUD KB Mutiara Hati yang
berlokasi di Jl. Lintas Sungai Tengah Desa Sungai Tengah
Kecamatan Merbau

Kepada UMI I(ALSUM Sebagai Pengelola PAUD KB
tersebut agar melaksanakan :

a. Proses Belajar mengajar yang sesuai dengan fungsinya yang
telah ditetapkan;
Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditetapkan
pada Lembaga tersebut dan pengembangan Kurikulum yang
diselaraskan dengan perkembangan Psikologi dan emosional
anak-anak;
Wajib mengirim Laporan Bulanan secara berkala;
Wajib menginput data ke DAPODIK PAUD;

Wajib menyerahkar laporan setlap semesternya;

Wajib mentaati Peratur
izin Operasional akan
dua tahun YaYasan PenYelen

secar
diatas;

b.

C.

d.

e.

f.
o

ini Pada Tanggal 3 Januarl 2OL7

ngan Desember 2018' dan aPabila

hari t t kekeliruan dalam keputusan ini

a1<an diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di SelatPanj ang
Pada taneeal 12 Oktober 2O17

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PembinaTk.I
NrP. 19610311 198804 1 oo1

TEMBUSAN DisamPaikan KePada Yth :
1. Bupati
2. Kepala
3, Kepala
4 Kenala Merbau


